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ABSTRAK

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan kebijakan melalui
Siaran Pers, berupa (Throttling) atau pelambatan, dilanjutkan dengan Pemblokiran
(blocking) akses internet di beberapa wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, pada
19 Agustus 2019 hingga 4 September 2019 dan kembali normal tertanggal 09
September 2019 lalu. Hal ini merupakan salah satu tindakan pemerintah yang
merugikan masyarakat, baik secara meteriil maupun immateril. Penggunaan Pasal
40 ayat (2), ayat (2a), dan ayat (2b) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE yang
dijadikan sebagai dasar hukum maupun alasan keadaan darurat yang dimaksud,
tidak cukup kuat untuk menjadi dasar dalam Perlambatan hingga pemblokiran akses
Internet di suatu daerah karena sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.
Berdasarkan hal tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti Apa yang mendasari
pengambilan Kebijakan KEMKOMINFO dan bagaimana tinjauan Asas-asas
Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUB) terhadap kebijakan perlambatan akses
internet di Papua.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) atau
penelitian kepustakaan. Metode yang digunakan untuk pemecahan masalah, yaitu
menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian yang dipakai
untuk menggambarkan suatu permasalahan yang akan diteliti, kemudian dianalisis
secara mendalam melalui teori hukum maupun Undang-Undang yang berlaku.
Pendekatan yang digunakan yaitu, yuridis Normatif yakni penelitian ini mengacu
pada Perundang-undangan dengan bahan penelitian ini merupakan peraturan
perundang-undangan, dan berisi bahan-bahan penelitian terdahulu. Adapun
hasilnya akan dielaborasi dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik
(AAUB).

Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan yang diambil oleh
KEMKOMINFO, merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang. Sebab
penggunaan Pasal 40 ayat (2, 2a, dan 2b) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE,
tidak memenuhi syarat kondisi yang terjadi. Peraturan tersebut hanya mengatur
tentang kewenangan untuk melakukan pemutusan Konten yang melanggar hukum,
bukan pemutusan layanan internet. Selain legalitas yang tidak sesuai,
KEMKOMINFO dalam tindakan Pemutusan hingga Pemblokiran Akses Internet
tidak memperhatikan AAUB sebagai dasar pengambilan sebuah keputusan seorang
pejabat pemerintahan. Terdapat tujuh AAUB vyang telah dilanggar oleh
KEMKOMINFO yang telah merugikan masyarakat, diantaranya Asas Kepastian
Hukum, Asas Kepentingan Umum, dan Asas Keterbukaan.

Kata kunci : Kebijakan Kemkominfo, Perlambatan dan Pemblokiran Akses Internet,
AAUB
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 Agustus 2019 lalu,
menjadi titik awal adanya unjuk rasa dan long March yang digelar beberapa kota
di Papua dan Papua Barat. Dilansir dari tirto.id, aksi yang dilakukan merupakan
respon atas rasisme oleh aparat yang menimpa mahasiswa baik di Surabaya maupun
Malang Jawa Timur.! Tindakan rasisme tersebut menyebar secara cepat melalui
media sosial. Sehingga memicu aksi unjuk rasa di Manokwari, Sorong, Jayapura
dan beberapa daerah lain di Papua dan Papua Barat.? Aksi tersebut diwarnai
kericuhan, blockade jalan dan pembakaran. Akibatnya gedung DPRD, lembaga
pemasyarakatan, sejumlah tempat usaha, berbagai fasilitas umum dan kendaraan
yang berada di sekitar lokasi kejadian, rusak diamuk masa. Sebagaimana data yang
telah diidentifikasi oleh KEMKOMINFO.

Untuk mencegah semakin meluasnya kericuhan, pemerintah melalui
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KEMKOMINFO)
mengambil kebijakan perlambatan (Throttling) yang dilanjutkan dengan

pembatasan akses (Blocking) internet di wilayah Papua dan Papua Barat.

! Diakses, https://tirto.id/titik-aksi-massa-di-papua-dari-manokwari-hingga-jayapura-egy1,
pada 11 Januari 2020 pukul 19.20 WIB.

2 Diakses, https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/29/183000065/kerusuhan-di-
papua-apa-yang-terjadi-di-manokwari-hingga-jayapura-?page=all, pada 15 Januari 2020 pukul
16.00 WIB.


https://tirto.id/titik-aksi-massa-di-papua-dari-manokwari-hingga-jayapura-egy1
https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/29/183000065/kerusuhan-di-papua-apa-yang-terjadi-di-manokwari-hingga-jayapura-?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/29/183000065/kerusuhan-di-papua-apa-yang-terjadi-di-manokwari-hingga-jayapura-?page=all

Pembatasan akses tersebut diberitakan melalui siaran Pers Siaran Pers No.
154/HM/KOMINFO/08/2019 Senin, 19 Agustus 2019 Tentang Perlambatan Akses
di Beberapa Wilayah Papua Barat dan Papua.®> Dalam keterangan pers disebutkan
bahwa perlambatan tersebut bertujuan untuk mencegah luasnya penyebaran hoax
yang dapat memicu aksi.*

Akan tetapi setelah adanya pembatasan internet tersebut, maka terjadilah
pro dan kontra dimasyarakat, pasalnya hal ini mengakibatkan kerugian yang cukup
besar. Kerugian pun tidak hanya datang dari masyarakat setempat, sebab salah satu
yang dirugikan disini yaitu, jurnalis yang mempunyai hak dalam meliput berbagai
kejadian untuk diberitakan. Karena secara tidak langsung adanya perlambatan ini
berdampak pada kehidupan Sosial, Ekonomi dan Politik bahkan dalam Pelayanan
Publik seperti, terganggunya pelayanan BPJS di Rumah Sakit. Hal ini pun
menyebakan hilangnya hak-hak publik utamanya akses masyarakat Papua terhadap
informasi.

Kebijakan yang diambil oleh KEMKOMINFO tertanggal 21 Agustus 2019
sampai dengan 5 September 2019 tersebut menjadi sorotan bagi masyrakat sipil,
pasalnya dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa tidak adanya legitimasi yang

3 Diakses, https://www.kominfo.go.id/content/detail/20787/siaran-pers-no-
154hmkominfo082019-tentang-pelambatan-akses-di-beberapa-wilayah-papua-barat-dan-
papua/O/siaran_pers,%?20akses%2021%20Januari%202019, pada 21 Januari 2020 pukul 13.00
WIB.

4 Diakses, https://www.kominfo.go.id/content/detail/20787/siaran-pers-no-
154hmkominfo082019-tentang-pelambatan-akses-di-beberapa-wilayah-papua-barat-dan-
papua/O/siaran_pers, pada 15 Januari 2020 pukul 22.05 WIB.


https://www.kominfo.go.id/content/detail/20787/siaran-pers-no-154hmkominfo082019-tentang-pelambatan-akses-di-beberapa-wilayah-papua-barat-dan-papua/0/siaran_pers,%20akses%2021%20Januari%202019
https://www.kominfo.go.id/content/detail/20787/siaran-pers-no-154hmkominfo082019-tentang-pelambatan-akses-di-beberapa-wilayah-papua-barat-dan-papua/0/siaran_pers,%20akses%2021%20Januari%202019
https://www.kominfo.go.id/content/detail/20787/siaran-pers-no-154hmkominfo082019-tentang-pelambatan-akses-di-beberapa-wilayah-papua-barat-dan-papua/0/siaran_pers,%20akses%2021%20Januari%202019
https://www.kominfo.go.id/content/detail/20787/siaran-pers-no-154hmkominfo082019-tentang-pelambatan-akses-di-beberapa-wilayah-papua-barat-dan-papua/0/siaran_pers
https://www.kominfo.go.id/content/detail/20787/siaran-pers-no-154hmkominfo082019-tentang-pelambatan-akses-di-beberapa-wilayah-papua-barat-dan-papua/0/siaran_pers
https://www.kominfo.go.id/content/detail/20787/siaran-pers-no-154hmkominfo082019-tentang-pelambatan-akses-di-beberapa-wilayah-papua-barat-dan-papua/0/siaran_pers

melandasi tindakan pemerintah tersebut. Sebagaimana pasal 28F UUD 1945, setiap
orang berhak untuk berkomunkasi dan memperoleh informasi untuk memiliki,
menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala
jenis saluran yang tersedia.

Maka atas kejadian ini pemerintah dinilai telah melanggar hak asasi
manusia. Dalih pemerintah pada tindakan tersebut mengacu pada Pasal 28] UUD
1945 tentang pembatasan hak dan kebebasan. Hal ini dikukuhkan oleh menteri
komunikasi dan informatika, Rudiantara mengatakan bahwa pemblokiran ini
didasarkaan pada Undang-Undang Informasi dan transaksi Elektronik (ITE) yang
mengacu pada UUD 1945 yang menghormati hak asasi manusia Pasal 28J.

Menurut Lokata Foundation dalam hal ini pemerintah salah kaprah dalam
memahami pembatasan dalam hak dan kebebasan tersebut. Pembatasan terhadap
hak dan kebebasan seharusnya meliputi alasan; Pertama, ketertiban umum,
kesehatan publik, moral publik, keamanan nasional dan keamanan publik, hak dan
kebebasan orang lain, dan hak atau reputasi orang lain, serta kepentingan kehidupan
pribadi pihak lain yang berkaitan dengan pembatasan terhadap pers dan publik pada
pengadilan. Kedua, semua pembatasan harus diatur berdasarkan hukum dalam
masyarakat yang demokratis. Ketiga, hak hanya boleh dibatasi berdasarkan klausul
pembatas yang ada pada ketentuan hak terkait.®

Dalam General Coment No 29 on Article 4 of (ICCPR) International

Convenat On Civil And Political Right, ada dua syarat tentang kondisi mendasar

> Lokataru, Blokir Akses Internet Papua dan Papua Barat , Kominfo Matikam Ruang
Demokrasi Dunia Maya (Jakarta : Mini Paper Lokataru Fondation, 2019 ), him. 5.



yang harus dipenuhi untuk dapat membatasi hak asasi manusia, dimana situasi
harus berupa keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa, dan negara
pihak harus menyatakan secara resmi negara dalam keadaan darurat. Adapun tindak
protes tersebut merupakan hal yang telah dijamin dalam Pasal 28 E ayat (2) dan (3)
serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan
Pendapat Di muka Umum.

Secara materil pembatasan hak asasi manusia juga harus ditetapkan melalui
hukum yang berlaku. Pembatasan hak asasi manusia khususnya tindakan
pemblokiran akses internet tersebut didalilkan oleh Pemerintah dengan
menggunakan dalil yang diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2), ayat (2a), dan
ayat (2b) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur, di mana
ketentuan hukum tersebut tidak relevan dengan keadaan yang terjadi di Papua dan
Papua Barat. Hal ini juga tidak sesuai dengan amanat Pasal 12 UUD NRI 1945
dimana, Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan
bahaya ditetapkan undang-undang.

Pembatasan Hak Asasi Manusia tersebut menjadi daya Tarik bagi penulis
untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana Kebijakan perlambatan akses
intenet jika ditinjau dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUB). Maka
penulis mengambil penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi, dengan judul:
“Kebijakan ~KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
(KEMKOMINFOQ) Terhadap Perlambatan Akses Intenet Di Papua Perspektif Asas-

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUB)”.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun merumuskan permasalahan untuk

dikaji lebih rinci. Maka rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

1.

Apa yang mendasari keputusan Perlambatan hingga Pemblokiran akses
internet di Papua dilakukan?

Apakah Perlambatan hingga Pemblokiran Akses Internet ini sudah sesuai
dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUB), khususnya Asas

Kepastian Hukum, Kepentingan Umum, Keterbukaan ?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan Penelitian

Adapun dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :
Untuk menelaah apa yang mendasari keputusan KEMKOMINFO dalam

perlambatan dan pemblokiran akses internet di Papua.
Untuk meninjau lebih lanjut bagaimana kesesuaian suatu kebijakan yang telah
diambil oleh pemerintah melalui kacamata Asas-Asas Umum Pemerintahan

Yang Baik (AAUB)

Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan

kegunaan sebagai berikut:

a.

Manfaat Teoritis



Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih Ilmu Pengetahuan dan
dapat memberikan pengembangan ilmu hukum khususnya dalam mengetahui

kebijakan Kemkominfo, yang ditinjau memalui AAUB.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan bahan kajian untuk para
pihak terkait khususnya dalam mengambil suatu kebijakan yang berdampak bagi

masyarakat luas.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan penyampaian hasil tinjauan pustaka dengan
menampilkan konsep-konsep dasar, landasan teori yang dikonstruksi pada
penelitian dan relevansinya dengan penelitian terdahulu.® Setelah melakukan
penelusuran terhadap literatur yang ada, terdapat beberapa referensi karya-karya
ilmiah diantaranya:

Skripsi karya Yusuf Ambari yang berjudul “Kebijakan Kementerian
Komunikasi Informatika Tentang: Pemblokiran Dua Puluh Dua Situs Radikal
dalam Persepektif Siyasah”.” Skripsi ini membahas megenai alasan mengapa situs-

situs radikal di blokir oleh KEMKOMINFO dan bagaimana implementasi

& Wahyu Purhanta, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta : Garaha IImu, 2010), him.35.

7 Yusuf Ambari, Kebijkan Kementerian Komunikasi Dan Informatika Tentang
Pemblokiran Dua Puluh Dua Situs Radikal Dalam Persepektif Siyasah, Skripsi Mahasiswa Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga November (2016).



kebijakan KEMKOMINFO.8 Selain itu dalam skripsi ini menggunakan persepektif
siyasah atau hukum tata negara Islam. Berbeda dengan penulis yang menggunakan
perspektif asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUB). Perbedaan lainnya
yaitu, penelitian penulis meneliti mengenai kebijakan KEMKOMINFO dalam
perlambatan hingga pemblokiran akses intenet di suatu wilayah tertentu, sedangkan
saudara Yusuf membahas mengenai kebijakan KEMKOMINFO dalam
pemblokiran terhadap akun radikal yang tentunya memiliki muatan melanggar
hukum.

Skripsi karya “Negarawan Adhitama Putra yang berjudul, Implementasi
Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Wujud Praksis Pasal 53 Ayat
2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Studi Pada PTUN semarang)”.’
penelitian ini membahas bagaimana implementasi dari asas-asas umum
pemerintahan yang baik (AAUB) dalam pengambilan keputusan di PTUN
Semarang dan bagaimana logika hukum mejelis hakim dalam menggunakan
AAUB sebagai alat uji dalam mengambil keputusan. Seperti dalam menggunakan
asas kepastian hukum, asas profesionalitas, dan asas kecermatan. Dalam penelitian
ini bukan hanya AAUB yang tidak sesuai dengan Keputusan Tata Usaha Negara
yang digugat, namun dicantumkan pula mengenai hal yang tidak sesuai dengan

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Keputusan Tata Usaha Negara

9 Negarawan Adhitama Putra, Impelemtasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
sebagai Wujud Praksis Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Studi Pada PTUN
Semarang), Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang September 2015.



yang digugat. Sedangkan, penulis membahas tentang peninjauan kebijakan
KEMKOMINFO dalam pelayanan publik yaitu kasus perlambatan akses internet
dan penulis hanya menggunakan tiga asas yaitu, Asas Kepastian Hukum, Asas,
Kepentingan Umum dan Asas Keterbukaan.

Jurnal karya Muhammad Azhar yang berjudul “Relevansi Asas-Asas
Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Sistem Penyelenggaran Administrasi
Negara”.® Penelitian yang dilakukan oleh saudara Azhar bertujuan untuk
mengetahui relevansi penerapan AAUB khususnya kajian terhadap Undang-
Undang Nomor 30 tahun 2015 tentang Admnistrasi Pemerintahan.'! Penelitian ini
ingin membuktikan bahwa AAUB merupakan ruh bagi terselenggaranya
pemerintahan yang bersih dan berdasarkan kemanfaatan, keadilan dan kepastian
hukum. Jurnal ini menyimpulkan bahwa dalam prakteknya AAUB masih dianggap
sebagai doktrin yang diadopsi dari negeri Belanda dan bukan sebagai hukum asli
Indonesia. Adapun Jurnal ini tidak membahas mengenai peyelenggaraan
pemerintahan yang diambil dengan megacu pada AAUB. Maka dari itu,
pembahasan yang dilakukan oleh penulis secara khusus membahas mengenai
bagaimana KEMKOMINFO mengimplementasikan AAUB dalam pegambilan

keputusan terkait perlambatan akses internet di Papua.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Good Governance

10 Muhammad Azhar dengan judul “Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahn Yang Baik
dalam Sistem Penyelenggaran Administrasi Negara”, Jurnal Penelitian Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro September 2016, him. 274.



Good Governance timbul sebagai pembenahan atas berbagai penyimpangan
dalam penyelenggaran negara dari nilai demokrasi dan hukum sehingga mendorong
kesadaran warga negara untuk menciptakan sistem atau paradigma baru untuk
mengawasi jalannya pemerintah agar tidak melenceng dari tujuan semula.*? Good
memiliki makna nilai-nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat dan
meningkatkan kemampuannya dalam pencapaian tujuan serta berdaya guna dalam
pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Governance bermakna
pemerintahan berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan
nasional yang telah digariskan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945.

Sedangkan menurut Ganie Rochman lebih inklusif melibatkan tidak sekedar
pemerintah dan negara tetapi juga peran aktor diluar pemerintah dan negara,
sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas.*® United Nations Development
Programme dalam Lalolo Krina menjelaskan bahwa:*

Good Governance diterjemahkan menjadi tata pemerintahan yaitu penggunaan
wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan
negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme,
proses dan lembaga. Lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok
masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hokum,
memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara
mereka.

12 Andi Faisal Bakti (ed), Good Governance and Conflict Resolution in Indonesia From
Authotitarian Government to Civil Society, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), him. 3.

13 Joko Widodo, Good Governance (Telaah dan DImensi AKuntabilitas dan Kontrol
Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah) (Surabaya : Insan Cendikia, 2001), him.
18.

14 Lalolo Krina, Indikator dan Tolak Ukur Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi
(Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003), him. 13.



Dalam pandangan UNDP, Good Governance mengandung tiga unsur dasar:
politik, ekonomi dan administrasi. Politik disini artinya bersifat politis karena
relevan dengan proses perumusan kebijakan secara demokratis yang akan
berpengaruh terhadap seluruh tatanan masyarakat. Ekonomis artinya mengandung
implikasi terhadap kegiatan di suatu negara yang akan berdampak kepada persoalan
keadilan, kemiskinan dan kualitas hidup. Sedangkan bersifat Administratif karena
relevansinya terhadap sistem implementasi kebijkan.*®

Dari ketiga konsep ini good governance sebagai keterkaitan negara dengan
lingkungan masyarakatnya yang bercirikan : partisipasi, ketaatan pada hukum (rule
of law), keterbukaan/ transparansi, daya tanggap (responsiveness), orientasi kepada
consensus, keadilan, efektivitas dan efesiensi, akuntabilitas/ pertanggungjawaban

dan visi strategis.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu hal yang melekat pada manusia.
Menurut Tilaar HAM adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa
hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut
diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan

masyarakat.®

15 1bid., him. 14.

16 Syarbaini, Syahrial dkk, Membangun Karakter dan Kepribadian MelaluiPendidikan
Kewarganegaraan (Jakarta : UUE-University Press, 2006), him. 128
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Adapun, perlindungan efektif terhadap HAM terdapat dalam kerangka batas-
batas legitimasi yang demokratis. Artinya batas-batas pelaksanaan HAM hanya
dapat ditetapkan atau dicabut oleh undang-undang sebagai bagian dari konsep
negara hukum yang bermakna bahwa hak harus dilindungi oleh undang-undang,
dan bahwa ketika mencabut atau mengurangi hak-hak individu, pemerintah wajib
mematuhi persyaratan hukum yang konstitusional.’

Konsepsi ini juga mengharuskan pemerintah bertindak sesuai dengan undang-
undang, yang dijadikan dasar tindakan pemerintah untuk tidak bersifat menindas,
sewenang-wenang atau diskriminatif. Dengan demikian pelaksanaan hak-hak
kodrati setiap manusia tidak dibatasi kecuali oleh batas-batas yang hanya dapat
ditetapkan oleh undang-undang.

Berangkat dari hal ini maka HAM seharusnya dipergunakan sebagai hak asasi
untuk mengembangkan diri, yang berperan untuk kesejahteraan umat manusia.
Setiap negara tentunya memiliki kewajiban untuk menjamin dan menghormati hak
asasi manusia, melindungi dan menegakkannya di negara masing-masing,
sebagaimana ditegaskan dalam Mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia/DUHAM, HAM perlu dilindungi dengan merumuskannya dalam
instrumen hukum .

Secara normatif, penegakan HAM di Indonesia mengacu dalam peraturan
perundang-undangan. Dalam peraturan perundang-undnagan RI teedapat bentuk

hokum tertulis yang memuat aturan tentang HAM, yaitu :

17 Scott Davidson, Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergailan
Internasional (Grafiti Press, Jakarta, 1994), him. 40.
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1. Undang-Undang Dasar Negara (UUD 1945);
2. Ketetapan MPR (TAP MPR);
3. Undang-Undang.

F. Metode Penelitian

Kata penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, research yang diartikan
usaha atau pekerjaan untuk menelusuri/mencari kembali yang dilakukan dengan
suatu metode tertentu dan dengan cara cermat, sistematis terhadap permasalahan,
sehingga dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan
pemecahan/menjawab permasalahan. Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti
(penyelidikan). Penelitian juga dapat diartikan sebagai penyaluran hasrat ingin tahu
manusia.'® Untuk menemukan jawaban atas permasalahan dalam skripsi ini, maka

penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah library research atau penelitian
kepustakaan, dilakukan dengan membaca dan menelaah bahan-bahan hukum
primer maupun sekunder serta bahan lainnya yang menunjang berkaitan dengan
penelitian ini.

2. Sifat Penelitian
Penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang

dipakai untuk menggambarkan suatu permasalahan yang akan diteliti, yang

18 Suparmoko, M., Metode Penelitian Praktis untuk limit Sosial dan limit Ekonomi
(Yogyakarta, BPFE, 1987), him. 12
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kemudian dianalisis secara mendalam melalui teori hukum maupun Undang-

Undang yag berlaku.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan

melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum maupun mengumpulkan

perundang-undangan kemudian dilakukan pengkajian untuk menyelesaikan

permasalahan dalam hukum tersebut.

4. Sumber Data

a) Sumber Data Primer
Bahan penelitian ini merupakan peraturan perundang-undangan dan berisi

peraturan lain yang mengikat secara langsung tentang topik penelitian.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)

8)
9)

UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945

UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan
Pendapat Dimuka Umum

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor
40 tahun 1999 tentang Pers,

UU PTUN Nomor 9 Tahun 2004

UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR)

UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik
Indonesia,

UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

UU Nomor 19 tahun 2016 tentang tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

10) Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan

Sistem dan Transaksi Elektronik
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11) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang
Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif,
12) Putusan Nomor : 230/G/TF/2019/PTUN-JKT

b) Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berisikan penelitian-
pernelitian terdahulu, berupa dokumen resmi, buku-buku, makalah, skripsi, artikel,

jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

c) Sumber Hukum Tersier

Bahan hukum yang meberikan informasi tentang hukum primer dan
sekunder seperti kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut seperti kamus Besar

Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan artikel dari media internet.®

d) Analisis Data

Analisis data merupakan tindak lanjut pengolahan data penelitian yang
harus dilakukan dengan sangat teliti. Setelah mengumpulakan data-data terkait
penelitian. Analisis data yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif
umumnya menggunakan analisis kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang
terkandung dalam perundang-undangan, putusan pengadilan maupun norma-norma
yang ada dalam masyarakat. Analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan,
menentukan makna dari peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan

penelitian.?°

9 Suharsini Arkunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka
Cipta, 2002), him. 133.

20 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Sinar Garfika, 2010), him. 107.
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G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian yang berwujud skripsi ini bertujuan untuk
memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, dan mendapat
kesimpulan yang sesuai, maka dari itu penulis membagi rencana skripsi ini menjadi

5 (lima) bab, berikut sistematika pembahasan yang dimaksud:

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang membahas tentang latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka,
kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tentang tinjauan umum mengenai Good Governance
dalam tinjauan Hukum Administrasi Negara, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan
yang Baik (AAUB).

Bab Ketiga, berisi tentang gambaran umum tentang pelaksanaan kebijakan
yang diambil oleh KEMKOMINFO, akibat hukum, dasar-dasar hukum serta upaya-
upaya hukum atas perlambatan akses internet.

Bab Keempat, berisi tentang analisis proses penetapan kebijakan pemutusan
internet oleh KEMKOMINFO.

Bab Kelima, berisi penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari
permasalahan yang menjadi topik penelitian dan juga berisi saran berdasarkan

penelitian sebagai rekomendasi untuk selanjutnya.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Demikian kesimpulan dari Kebijakan Kementerian Komunikasi dan

Informatika (KEMKOMINFO) Terhadap Perlambatan Akses Internet Di Papua

Perspektif Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUB):

1.

Dasar legalitas keputusan yang diambil oleh KEMKOMINFO
meggunaan Pasal 40 ayat (2), ayat (2a), dan ayat (2b) UU ITE, tidak
sesuai dengan kondisi yang terjadi di Papua. Sebab sebagaimana
Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN dijelaskan bahwa, pembatasan
hak atas internet menurut UUD 1945 dan UU HAM serta Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2005 harus diatur terlebih. Apabila terjadi
kekosongan hukum, bukan permasalahan SOP, melainkan ada tidaknya
Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah
untuk melakukan pemutusan akses internet secara menyeluruh. Bahwa
Presiden tidak melaksanakan kewenangan dan kewajibannya
(omission) dari Aspek prosedur dan substansi atas tindakan
KEMKOMINFO. Sehingga terjadi Tindakan Pemerintahan yang
bertentangan dengan kewenangan dan kewajiban hukum. Sebagaimana
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, bahwa perbuatan
melawan hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

(onrechtmatige overheidsdaad) merupakan Tindakan Pemerintahan.
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B. Saran

Sehingga Tindakan KEMKOMINFO dan Presiden dinyatakan telah
melakukan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan.

Kebijakan KEMKOMINFO dilihat dari kerangka AAUB dalam
tindakan Pemutusan hingga Pemblokiran Akses Internet di Papua, tidak
memperhatikan Asas-Asas dasar pengambilan sebuah keputusan.
Terdapat tiga AAUB yang telah dilanggar oleh KEMKOMINFO dan
telah merugikan masyarakat, diantaranya: Asas Kepastian Hukum,

Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan.

Setelah penulis melakukan penelitian, penulis memiliki saran untuk pihak-

pihak terkait:

1.

Melihat kebijakan yang diambil oleh KEMKOMINFO dibutuhkan
evaluasi agar peristiwa ini tidak terulang kembali. Sebelum mengambil
suatu  Keputusan. Sebaiknya KEMKOMINFO maupun Pejabat
Pemerintahan yang berwenang, menggunakan SOP atau Undang-
Undangan yang jelas dan harus kembali menganalis apakah suatu
kebijakan yang diambil sudah tepat atau sebaliknya.

KEMKOMINFO maupun Presiden harus menerima Konsekuensi atas
Keputusan cacat wewenang, prosedur, serta cacat substansi, dengan
Pembatalan Keputusan tersebut dan membuat pembuatan Keputusan

baru. Untuk kedepannya dibutuhkan pertimbangan dalam mengambil
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melakukan kewenangan agar memberikan efek yang baik, kepastian
hukum yang jelas, legalitas yang kuat dan tidak merugikan masyarakat.
Fungsinya sebagai payung hukum. Selain itu, harus mencerminkan
nilai-nilai HAM, Good Governance serta AAUB sebagai cerminan dari

terselenggaranya pemerintahan yang demokratis.
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